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PERATURAN  MENTERI SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2014 
TENTANG 

STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN 
PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Sosial tentang StandarRehabilitasi Sosial dengan 
Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3670); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4720); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4967); 

5. Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Convention on The Rights Of Person With 
Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5251); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan  Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 913); 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang 
Masalah Kesejaheraan Sosial dan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 567); 

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
StandarRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh 
Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217); 

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang 
StandarRehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1218); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG 

STANDARREHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN 
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan 

sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan. 
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2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

3. Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktivitas secara profesional untuk 
membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan 
keberfungsian sosial  dengan menggunakan teori tingkah laku 
manusia dan sistem sosial. 

4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan   
material,spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 
mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya. 

5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya  yang  terarah,    
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial. 

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang bekerja, 
baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki 
kompetensi dan Profesi Pekerjaan Sosial, dan kepedulian dalam 
Pekerjaan Sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, 
dan/atau pengalaman praktik Pekerjaan Sosial untuk melaksanakan 
tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih 
secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan 
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di 
lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya 
di bidang Kesejahteraan Sosial. 

8. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu 
individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau 
memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial dalam masyarakat. 

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

Pasal 2 
StandarRehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial 
bertujuan: 
a. menjadi acuan dan pedoman bagi praktik Pekerjaan Sosial dalam 

pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, koersif agar 
terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, 
keluarga, dan masyarakat; 

b. memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari 
kesalahan praktik pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; 
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c. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Rehabilitasi 
Sosial; dan 

d. memperluas  jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial. 
Pasal 3 

Sasaran StandarRehabilitasi Sosial ini ditujukan kepada: 
a. perseorangan; 
b. keluarga; 
c. masyarakat; 
d. panti sosial Pemerintah/daerah; dan 
e. Lembaga Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 4 
(1) Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial dapat 

dilakukan di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga. 
(2) Rehabilitasi Sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan di panti sosial Pemerintah/pemerintah daerah atau 
Lembaga Kesejahteraan Sosial. 

(3) Rehabilitasi Sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat. 

BAB II 
REHABILITASI SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

(1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami 
kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan 
sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan 
perlindungan khusus yang meliputi: 
a. penyandang cacat fisik; 
b. penyandang cacat mental; 
c. penyandang cacat fisik dan mental; 
d. tuna susila; 
e. gelandangan; 
f. pengemis; 
g. eks penderita penyakit kronis; 
h. eks narapidana; 
i. eks pencandu narkotika;2 
j. eks psikotik; 
k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; 
l. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

ImmunoDeficiency syndrome; 
m. korban tindak kekerasan; 
n. korban bencana; 
o. korban perdagangan orang; 
p. anak terlantar; dan 
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